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ABSTRAK

Penetapan upah didasarkan pada perhitungan kedua belah pihak pada
kebutuhan hidup, dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selasai.
Sehingga antara pihak jasa kuli angkut dengan pihak pemilik barang sama-sama
sepakat dengan ketentuan yang dibuat. Namun di Stasiun Kereta Api Tanjung
Karang Bandar Lampung terdapat kuli angkut, diantara kuli angkut ada yang
mendapatkan upah tidak sesuai dengan akad perjanjian. Islam mengajarkan bahwa
dalam upah mengupah harus sesuai dengan perjanjian di awal, Allah menjelaskan
dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah (5) ayat 1 bahwa seseorang harus memenuhi
Aqgad-agad, oleh sebab itu peristiwa yang terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung
Karang Bandar Lampung dengan ajaran Islam terdapat kesengajaan yang harus
ditentukan hukum Islamnya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tentang praktik upah
kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dan
bagaimana hukum Islam tentang mengenai pelaksanaan upah kuli angkut yang
terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung. Tujuan penelitian
ini untuk mengetahui sejelas mungkin praktik upah kuli angkut di Stasiun Kereta
Api Tanjung Karang Bandar Lampung dan untuk mengetahui sejelas mungkin
hukum Islam tentang mengenai pelaksanaan upah kuli angkut di Stasiun Kereta
Api Tanjung Karang Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini merupakan Field research dengan studi yang dilakukan
di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari buruh kuli angkut
dan pemilik barang tersebut dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang
diperoleh dari ccatatn dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di
teliti. Metode analisis data adalah. kualitatif. Populasi dalam penelitian ini
sejumlah 5 orang sebagal kuli angkut dan 5 sebagai pemiliki barang. Metode
pengumpulan; data.yang digunakan dalam penelitian ini adalah®observasi dan
wawancara.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang
jelas serta memudahkan dalam memahami proposal ini, maka perlu adanya
uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait
dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan
terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang
digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap

pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun proposal ini berjudul “Hukum Islam Tentang Upah Kuli Angkut
(Studi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung)”.

Adapun istilah yang perlu diuraikan dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

UKU‘m Islam adalah !mpin dia upaya para ahl"i. H
enefapén syari’at syarakat.l-H'ukUm |

‘4

disini

‘,.,

ifik pada Hukum Islam yang meng ntang keadaan

antar manNh Muam%lam pula dinamakan
fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional.? Dari uraian-
uraian ini menunjukan bahwa Hukum Islam mencakup berbagai

persoalan hidup manusia, baik yang menyangkut urusan dunia

! M. Hasbi Assidiqy, Ushul Figh, Jilidl, (Jakarta: Pustaka Riski, 2002), h. 41.
2 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada , 2010), h. 3.



maupun urusan akhirat. Jadi yang dimaksud dengan perspektif hukum
Islam adalah yang mengatur keadaan antara hubungan manusia
dengan manusia.

2. Upah kuli angkut secara istilah ljarah akad permindahan hak guna
(manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya
pembayaran upah, tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barang itu
sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa ljarah adalah
akad atas manfaat disertai imbalan.® Jadi sitem upah kuli angkut
adalah upah yang diberikan di akhir pekerjaan tetapi tidak sesuai
dengan akad perjanjian diawal.

3. Kuli angkut adalah orang yang berkerja dengan mengandalkan
kekuatan fisiknya, seperti untuk membokar muatan atau mengangkut
barang-barang dari stasiun, dengan memindahkan barang dari satu
tempat ke tempat yang lain digunakan untuk menyebut kuli sebagai
pe‘kerja kasar. Jadiyang dimaksud dengan kuli angkut adlalah sesorang

ng membawa baranggyang sampaitujuan. .
tasiu‘n'-l'ge_reta Api 'bg Ia‘g\andar Lam_p’Un'g ada tasiun

v

Ker

memakai wﬁasi keMiun pada masa lalu

dikenal juga dengan halte kereta api yang memiliki fungsi nyaris sama

i d‘imanaAtempat para penu_mparié'y

dengan stasiun kereta api. Jadi yang dimaksud stsiun kereta api

Tanjung Karang adalah tempat kereta api berangkat dan berhenti

*Wahbah Az-Zuhaili,Figih Islam Wa Adillatuhu,Jilid 5,Gema Insani, Jakarta,2011, hal.387



untuk melayani naik dan turunnya penumpang dan bongkar muatan
barang atau keperluan operasi kereta api.

Uraian di atas, maka maksud dalam judul ini adalah Hukum Islam
Tentang Ketenaga kerjaan Upah Kuli Angkut Stasiun Kereta Api

Tanjung Karang Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif
a. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan
salah satu masalah praktik muamalah yang kerja didalam
kehidupan masyarakat.
b. Mengingat sangat banyak kebutuhan manusia sekarang ini yang

-

‘berkembang pesat maka ‘banyak pula persoalanfyang terjadi

an Upah Mengupah dalam
orang. -‘\ ,‘ —
2. Alasan Subjektif.
a. Pembahasan judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang
penyusun pelajari di jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN

Raden Intan Lampung.



b. Referensi yang terkait didalam penelitian ini cukup menunjang
sehingga dapat mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi

ini.

Y,




C. Latar Belakang Masalah
Upah kuli angkut di Stasiun kereta api Tanjung Karang Bandar
lampung, pada umum pembayaran kereta api Tanjung Karang pembayaran

secara sukarela tergantung dengan hati dan rezeki para kuli angkut.

Semakin berkembangnya zaman sekarang banyak sekali masalah
yang terjadi dibidang muamalah, salah satu contohnya adalah soal upah-
mengupah. Semakin banyaknya kebutuhan manusia maka semakin banyak
pula uang yang dikeluarkan, Bermacam-macam usaha manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya.Bahkan keberadaan Stasiun Kereta Api pun
dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dari orang tua, dewasa hingga anak-
anak untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Pemandangan yang sudah biasa ketika melihat stasiun kereta api dan tempat-
tempat seperti pasar-pasar tradisional dimanfaatkan sebagian orang untuk

berjualan,mengamen, mengemis, dan memberikanjasa kuli angkut barang.

Kebiasaanyang dilakukan secara terus menerus menjadi adat sep

ggdhggu stasiun, h-;lsﬂisional dan_ b,ias

berikan jasa mereka mendapatkan upah yang dala

disebut

dengan ljarah.

Q‘ - *cr -
Dalam kerja kuli angkut hanya nfenggunakan tenaga dan alat bantu

seperti alat dorong untuk barang yang lebih besar untuk membantu mereka
mengangkut barang-barang tersebut. Mereka tidak mendapatkan upah yang
tetap tergantung pada orang menggunakan jasa kuli angkut tersebut itu

memberikan uang berapa kepada mereka. Biasanya mereka diberi uang



kisaran Rp.5.000 sampai dengan Rp.15.000 dan tergantung besar atau kecilnya
barang atau berat dan ringan barang tersebut. Setiap hari orang yang bekerja
mengangkut barang ini tidak mendapatkan uang yang tetap perhari nya,
terkadang mereka hanya mendapatkan Rp.50.000 dalam sehari. Demi untuk
memenuhi kebutuhan hidup atau mencari sesuap makan mereka lakukan
pekerjaan mengangkut barang ini setiap hari nya. Tanpa adanya akad
kesepakatan dari awal tentang upah kuli angkut terkadang para kuli angkut
merasa mendumel didalam hati tidak seimbang dengan upah yang telah
diberikan oleh yang mempunyai barang, tetapi para kuli angkut pasrah saja
untuk menerima upah yang diberikan kepada walaupun tidak seimbang

dengan tenaga.

Salah satu tujuan manusia mencari uang adalah untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, dengan berbagai usaha setiap manusia melakukan
pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Untuk itu sering !<ali manusia
melakukan uéaha yang mereka ciptakan sendiri agar me.r)g:hasilkan uang

ﬁé‘yang mereka mﬂkalteN

daan 'é"t'asi_gn kereta api dan tempat-tempaf pasar mereka

1

seperti ada yang berjualan

gunakan untuk mencari swhbqr \.,genghasilag uang,
makanan, koran, bahkan a a yang

rikan jasa untuk mengangkut

barang-barang di Stasiun Kereta Api.



Jasa merupakan perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi
orang lain, negara, instansi.* Di dalam buku Idris Ahmad yang berjudul Figh
Syafi’i, ia berpendapat bahwa ljarah berarti upah-mengupah, hal ini terlihat
ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu mu jir dan
mustajir (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan
Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Figh Sunnah karya Sayyid Sabis
menjelaskan makna ljarah dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada
perbedaan terjemahan kata ljarahdari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.
Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya

digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga.’

Di dalam Hukum Islam, telah dijelaskan syarat sahnya ljarah
dalam hal upah-mengupah yaitu harus adanya keridhaan dari kedua belah

pihak, dan bermanfaat dengan jelas yang dimaksud bermanfaat

/Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S An-Nisa’ (4): 29)

P
e ESCSREN

4 .
Ibid., h. 569.
® Hendi Suhendi, Figh Muamalah, cet. Ke-6 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 113.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kepada hambanya
di muka bumi memakan harta dari jalan yang haram kecuali berdasarkan

kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.

Pekerjaan kuli angkut barang ini pada dasarnya masuk ke dalam prinsip
ljarah. Prinsip ljarah sama saja dengan prinsip jual beli, perbedaan nya
terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objeknya barang, sedangkan

pada ljarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.’

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti
lebih lanjut serta untuk.lebih mengetahui praktik kuli angkut barang di stasiun

kereta apli ta_hjung karang. Oleh karena itu peneliti mem]an:gkan kedalam

h'_e‘l‘it.ian skripsi yanterjuil:Km Islam Ter_ltah
( St‘u\d’i‘di Stasiu ta A jung Kg[éhé Pus

-

Lampung)”. 2
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D. Fokus Penelitian ~ P & ‘

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih

.
mn,

mengarahkan pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan

%Ghufron A.mas,adi, Figih Muamalah Kontekstual, cet.pertama,(Jakarta: Raja Persada
Grafindo, Cet I, 2002), h. 75.



pelaksanaan sistem pengupahan dengan adanya upah yang tidak sesuai
dengan perjanjian diawal pada pekerja kuli angkut. Karena ada kepentingan
dari masalah pada pengupahan, penelitian akan difokuskan pada “ Hukum
Islam Tentang Upah Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang

Pusat Bandar Lampung”

Can




E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemberian Upah Kuli Angkut di Stasiun Kereta
Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?
2. Bagaimana Hukum Islam tentang Pelaksanaan Upah Kuli Angkut yang

terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui Praktik Pemberian Upah Kuli Angkut di Stasiun
Kereta Api Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung?
b. Untuk mengetahui Hukum Islam Tentang Pelaksaan Upah Kuli Angkut
di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Pusaf Bandar Lampung?
.

unaah'PetneIitian
un kegdnaan dari peh‘v laﬁ

a. Secara teoritis, penelltlan.‘Lm di harapkarLuntuk memberlkan wawasan bagi

b2
penulisan dan MI masyameah dalam pandangan

Hukum Islam

b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syriah

dan llmu Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung






G. Signifikasi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain :

a. Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat
baik yang terlihat dalam pelaksanaan upah yang tidak sesuai dengan
perjanjian diawal pada pekerja kuli angkut, serta mampu memberikan
pemahaman mengenai pelaksanaanya sesuai dengan hukum Islam.

b. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang
melakukan atau tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi
tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah

UIN Raden Intan Lampung.

H. MetodePenelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Y

a. Jenis Penélitian

jan ini termasuk #IINpangan (field' re: aitu

-
pene ang Iaﬁggqng dilakukan di lapangan atau pada respo . Dalam
hal ini akan langsung meng_gqnatl Selain per;glJUan lapangan, penelitian ini

7,.
juga menggunakanMus‘takaaMrch) yaitu penelitian

yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun

’Susiadi AS, Meteologi Penelitian, (Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan
Lampung, 2014), h. 9.



laporan hasil penelitian terdahulu®, yang relevan dengan masalah yang

diangkat untuk diteliti.

8lbid., h. 9.



b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu
suatupenelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai pemberian

upah kuli angkut di Stasiun Kereta Api ditinjau dari perspektif hukum islam.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan Hukum jasa
yang terkait tentang objek dan subjek pada kuli angkut. Oleh karena itu

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau
objek yang di teliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti
bersumber dari pelaku jasa yaitu orang yang berpropesi sebagai kuli angkut
barang di stasiun kereta api,data yang dikumpulkén dari Qu_laq-?\pril sampai

n bul‘qua"JuI‘i sampai september Tahun 2019.

Data sekunder adalah sumber yang bersif; gt membantu menunjang untuk

melengkapi dan m‘e@t‘a memb(m‘easan mengenai sumber

data primer. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang
mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian

ini

3. Populasi



Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memilik
karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti
dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan
sebagainya. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah pelaku jasa
kuli angkut barang yaitu 5 orang dan 5 pengunjung stasiun kereta api yang

akan peneliti wawancarai tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan. Dalam usaha pengumpulan data untuk

penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview

Interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-
Jawaban responden dicatat atau direkam. Teknik wawancara
an dalam penellt “wawancara berst
pe\/\vé\rvancara mengguna!an aftar pertanyaan seba
saat melakukan wawaneara. Pada praktiknya.penulis menyiapkan daftar

S
pertanyaan unthara Iang%ang yang kuli angkut

barang untuk mengetahui bagaimana praktik dari jasa pemberian upah

kepada kuli angkut yang selanjutnya akan dilihat dari Tinjauan dari

prespektif hukum Islam.

b. Observasi



Observasia adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan
pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan

kegiataan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.’

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang
bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen
rapat, dan sebagainya.’® Metode ini merupakan suatu cara untuk
mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di

tempat atau objek yang sedang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data

ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

a. Pemeriksaan Data (editing)

Pemerlksaan data itla ngegekan atau pengorek5|
dlkumpulkan kare ri ta yang masuk (raw,

adalah untuk

) atau

terkump |dak Iogls dan meragukan TUJuan

menghllangka~ésalahan-ﬂt pada pencatatan

dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi

atau diperbaiki.

% Ibid., h. 114.
0 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam
Penelitian), (Yogyakarta: C.VV Andi, 2010), h. 48.






b. Penandaan Data (coding)

Penandaan data atau coding adalah mengklasifikasikan jawaban-
jawaban dari pada responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya
klasifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda berbentuk

angka pada masing-masing jawaban.

c. Sistematika Data (systemating)

Sistematika data atau systemating yaitu melakukan pengeceka
terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara
sistematis, terarah, dan beraturan sesuai dengan Klasifikasi data yang

diperoleh.*!

6. Metode Analisis Data
Metode _analisis _data yang digunakan dalam penelitian ini
disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan dari perspektif. Akan

dikaji ,menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adal.ah;bahwa analisis

'l'jj.tjan untuk mengyﬂ TW serta praktek"j‘a’s
N \ ‘, e :/

TUJua'nnya dapat dilihat dari sudut Hukum lsram yai r dapat

memberikan kontribusi'keilmuan serta n;emberlkan pemahaman mengenai

'\f- AZ"
jasa dalam tinjauan Hu

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir

induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala

" Noer Saleh dan Musanet, Pedoman Membuat Skripsi (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.



yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan

yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki

Y,
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BEBERAPA ASPEK MENGENAI AKAD DAN UPAH
A. Teori Akad Dalam Islam
1. Pengertian dan Dasar hukum Islam

a. PengertianAkad

Secara etimologi (bahasa), kata akad berasal dari kata Al-‘4qd yang
mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali),menyambungkan atau
menghubungkan (ar-rabt).> Akad yaitu ikatan antara ujung-ujung sesuatu,
baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau
dua sisi. Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad
secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua
pembicaraan.”® Akad (ikatan,keputusan atau penguatan) atau perjanjian
atau kesepakatan atau transaksidapat diartikan sebagai komitmen yang
terbingkai dengan nilai-nilai syari’ah.'*

i\

Secara etlmologl (bahasa), akad mempunyai beberapa artl antara lain:
I‘englkat (ar-Aabthu), yai ngumpulkan dua u1

menglkat salah sabdi g lain sethln'gga b
di menjadl sebagal potongan benda

2. Sambungwajtu saﬁw menjadi memegang

kedua ujung itu dan mengikatnya.

12 Mardani,Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), h.52

’Rozalinda, Hukum Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan
Syariah”,(Jakarta: Rajawali Pers,2016),h.45.

®Ascarya,Akad & Produk Bank Syariah ,(Jakarta: Rajawali Pers,2013), h.35



3. Janji (al-ahdu) sebagaimana dijelaskan kedalam al-Qur’an Sunah

Imran (3):76)
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“Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertagwa, maka
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa”(Q.S. Al-

Imran 3:76 ).

Istilah ahdu dalam al-Qur’an men yang tidak ada sangkutan mengacu
pada pertanyaan seorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkutan
pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak

memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju,

tidak berpengaruhterhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang

Prof.H.Mahmud Junus,Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan, (Jakarta: PT: Alma’arif 1989),
h. 54
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Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu, dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum

menurut yang dikehendaki-Nya.

(Q.S Al-Maidah :2)* .

dalam pengertian u

dirinya sendiri atau bahn

%prof.H.Mahmud Junus, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan, (Jakarta: PT: Alma’arif
1989),h.97

7 Abdullah al-Mushlih dan shalah Ash-Shawi,Figih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul
Haq,2008),h.26



Dalam istilah figih, secara umum akad berarti suatu yangmenjadi
tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak,
seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak,
seperti jual, sewa, wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti
keterkaitan antara ijab dan qabul dalam lingkup disyari’atkan dan
berpengaruh dalam sesuatu. Istilah “perjanjian” dalam hukum indonesia
disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-agad,

yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).

Menurut Prof.Dr.Syamsul Anwar akad adalah “pertempuran ijab
dan gabul sebagai kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu
akibat hukum pada objeknya.” Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa’,
dalam padangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang
dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan
untuklmeningkatkan diri. Kehendak atau keinginan pihalf-pihak yang

mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan masing-maéing diungkapkan

'éuétu pernyatakanuin! m-masing ijab dan's
) per\téifng disebut mu jib d la (pihak)r_}(ed’u'é dise

Pengertian -akad _-,i\s,,t_ilah terbagi pada_pengertian umum dan

Ao
-

khusus, akad dalam Brtian U menurut fugaha Malikiyah,
Syafi’iyah dan Hanabilah, akad adalah segala yang diingikan manusia
untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti
wagaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, sepeti jual

beli, lIjarah, Wakalah, dan rahn.



Pengertian akad dalam makna khusus, akad yaitu ikatan antara
ijjab dan qabul, dengan cara yang disyari’atkan yang memberikan
pengaruh terhadap objeknya. Memberikan pengaruh pada definisi diatas
maksudnya adalah memberikan akibat hukum yakni berpindahnya barang
menjadi milik penjual pada akad jual beli. Dngan demikian, akad
merupakan ikatan antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya
kerelaan para pihak dan memunculakan akibat huku terhadap objek yang

diakadkan.®

Sedangkan menurut para ahli, akad di didefinisikan sebagai

berikut:
a. Muhammad Aziz Hakim

Mengemukkan bahwa akad merupakan gabungan atau penyatuan
dari penawaran (ijab) dan penerimaan (gabul) yang sah sesuai dengan
hukumtislam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan gabul

l
lah pgnerlmaan dari penawaran yang disebutkan oleh plhak e

1‘ ‘l
hufroﬂAMas adi b I A /'

ukakan bahwa akad merupakan impun  atau

fﬁf‘\‘s )
mengumpulkaw‘i_daﬁ.

19

alah satu pada yang

'8 Rozalinda, Op.Cit,h.46
1 Muhammad Aziz Hakim, Cara Praktis Memahami Transaksi dalam Islam, Pustaka Hidayah,
Jakarta, 1996, h.192.



lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang

satu dan kokoh.%

c. Hasbi Ash-Shiddieqy
Mengumpulkan bahwa akad merupakan perikatan antara ljab

denga gabul secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan

kedua belah pihak.?!

d. Zainal Abdulhag

Mengemukakan bahwa akad merupakan suatu ikatan atau
kesepakatan antara pihak pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli)
terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh

ketentuan hukum syar’i.22

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas dapat dipahami bahwa

akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan yang mengunci antara pihak

ll -
- o

pertama (penjual) dengan pihak kedua (pembeli) terhadap suéatu transaksi

r
16enarkan oleh syeﬁ TNsubj ek atau p1ha,k

jab qabul«

Y
b. Dasar Hukuwﬁg%\ ,«,f

S
" i

Adapun diantara dasar-dasar hukum akad adalah firman Allah dalam Al-

Qur’an surat Al-Maidah(5) ayat 1, yakni:

2 Ghufron A.Mas’adi, Figih Muamalah Konteksual, Cet-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta:
2002, h.192.

21 T M.Hasbi Ash-Shaddieqy, Pengantar Figh, Bulan Bintang, Jakarta,1992, h.21.

22 7ainal Abdullhag, Figih Muamalah, Pustaka Amani, Jakarta,2002,h.76 .
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“ Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad itu......

Maksud akad merupakan bahwa setiap mukmin berkewajiban
menunaikan apa yang telah dia janjikan dan akadkan baik berupa
perkataan maupun berbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang
yang haram atau mengharamkan barang yang halal. Dan kalimat tersebut

adalah merupakan asas ‘uqud.?*

Ayat ini menjelaskan bahwa patuhilah agad perjanjian yang
dilakukannya. Pemilik barang harus setia pada isi perjanjian dengan para
kuli angkut, dan perjanjian harus memenuhi dengan hukum Islam, jadi

memenuhi perjanjian adalah wajib.

syarat sah akad (syuw%hah) {%ﬁelaksanaan akad (syuruth an-

nafidz), dan syarat ke hu‘ku#t’ al-iltizam) dapat dijelaskan

sebagai berikut

2prof.H.Mahmud Junus,Al-Qur’an  Al-Karim dan Terjemahan, (Jakarta:PT:Alma’arif
1989),h.97

4 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghl Jus 1V, Penerjemahan Bahrun Abu Bakar
dkk, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.81.



1. RukunAkad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan
yangsengaja dibuat oleh dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan
keridhan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan

iltijam yang di wujudkan oleh akad, rukun-rukunnya ialah sebagi berikut:

a. Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak

terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang,

seorang yang berakad orang yang memiliki hak.” Ulama figh
memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi aqid,
antara lain:

1) Ahliyah keduanya memiliki kecakapan dan keputusan untuk
melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah
jika telah baligh. atau mumayiz dan berakal. Berakal yang

_dimaksud disini ialah tidak gila séhingga mampu memahami

" ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayiz disini

bhn ltﬁﬂk dan buqug,‘anfara

-

“mampu mem

an tidak.dan antara merugikan dan méfgunt

2) Wilayahmeaag  dimaksudg@engane

ah sebagai hak dan
kewenangan se eoraihgll yanlg mendapatkan legalitas syar’i
untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya

orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau

2> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah,(Jakarta: PT. Raja Grapfindo Persada, 2010),
H.68.



wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki dab
otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang terpenting orang
yang melakukan akad aharus bebas dari tekanan sehingga
mampu mengekspresikan pilihanya secara bebas.

b. Ma’qud adalah benda yang diakadkan seperti benda yang dijuaal
dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, dalam
gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

C. Maudhu’ al’aqd adalah tujuaan atau maksud pokok mengadakan
akad, bebeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad tersebut.

d. Sightal-aqd yaitu ijab dan gabul, ijab ialah permulaan penjelasan
yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran
kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan gabul yaitu
perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan
setelah ijab.

Hal:hal yang harus diperhatikan dalam sight al-aqd ialah:.—z‘s.

6.

: ‘éiyg_l:hatal-aqd harusgeél nya, kata-katg:daf

haru\s:'}é1as,_;§an tidak banyak memiliki banygk- righ'g']‘erti

b. Harus sesuai .ama‘ga;_i%t;)\qabull.,qtli?i:i_qk_‘bgleh antara yang berijab dan
yang mm ‘l";'ifad:.z'f "’

c. Megambarkan kesungguhan. Kemauan dari pihak-pihak yang

bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau

2% Sohari Sahari, Figih Muamalat, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.43.



ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tljarah harus saling
ridho.”’
2. Syarat akad
Syarat akad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
a. Syarat terbentuknya akad (syurut al-in- igad)®
Masing-masing rukun atau unsur yang membentuk akad diatas
memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk
akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun akad tidak
dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat yang dimaksud
dinamakan syarat terbentuknya akad.
Rukun pertama yaitu para ihak harus memenuhi dua syarat
terbentuknya akad,yaitu:
1) Tamyiz

2) Terbilang (at-za 'addud)

kedua yaitu pernyataan kehendak, harus m

kad, yaitu:
Adan enyés'uaiA tlbﬁgan kata tercap kata
se . ) 2=
2) Kesatua& ,’\

Rukun akad ketiga yaitu objek akad harus memenuhi tiga

syarat, yaitu:

1) Objek itu dapat diserahkan

ZTibid.,h. 44.
Bibid.,h. 99.



2) Tertentu atau dapat ditentukan

3) Objeknya dapat ditransaksikan

d. Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah)

Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat
terbentuknya suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai
wujud yuris syar’i namun belum serta merta sah. Untuk
mengetahui sahnya akad, rukun dan syarat terbentuknya akad
tersebut memerlukan unsur-unsur penyeempurna ini disebut
keabsaan akad. Syarat keabsaan ini dibedakan menjadi dua macam,
yaitu syart keabsahan umum yang berllaku terhadap semua akad
atau paling tidak berlaku kebanyak akad dan syarat keabsahan
khusus yang berlaku pada masing-masing berbagai macam akad
khusus.

e. Syarat berlakunya akaibat hukun (syuruth an- nafadz)
Apablla memeni rukin dangsyarat dan syarat terb
syarat keabshan dlnyatakan “sah.

-akibat hukum

sudah ah ada kemungkman bahw
akad tw"\dapat,v Akad belum dapat
dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah disebut
akad maukuf (terhenti atau tergantung). Untuk dilaksanakan akibat

hukumnya, akad sudah sah itu harus memenuhi dua syarat

2 |bid., h. 101.



berlakunya akibat huku, yaitu adanya kewenangan sempurna atas
objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang

harus dilakukan.

f. Syarat mengikatnya akad (syarhul luzum)®
Pada asasnya apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan
syaratnya maka akad tersebut sudah dapat dikatakan sah dan
mengikat bagi para pihak. Maka tidak boleh salah satu menariknya
kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak

lain.

Sebenarnya akad harus dikhususkan untuknya beberapa syarat atau
boleh juga dengn perkataan syarat-syarat idlafiyh (syarat-syarat
tambahan) yang harus ada disampng Syarat umum sepertl/syarat adanya
sak51’u1;1tuk terjadinya nika, dan seperti tidak boleh adaﬁya ‘ta lig dalam

mya awadlah dan ﬁ I Npertl jual be,ll ,d'

akan syarat |dIaf|y

3. Macam-macam f
5"&% y (A
a. Beberapa sifat akad se as;?arlat téfbagi menjadi 2 yaitu:

1. Aqgad Shahih

Yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya

menurut syariat yang berlaku akibat hukum yang timbulkan oleh akad dan

O1bid., h. 104.



mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. *'Pengertian lain
agad shahih adalah setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk
melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang
mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam
rukun dan sifatnya. Agad Shahih menurut hanafiyah dan malikiyah
terbagi menjadi kepala :

Nafiz yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan
mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad
yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya

sendiri. Agad Nafiz terbagi kepada:

a. Agad lazim vyaitu tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang yang
berakad tanpa kerelaan pihak lain atau akad yang mengikat para pihak
yang berakad, seperti akad jual-beli dan ljarah (sewa-menyewa dan
upah-mengeupah). Ghairu'lazim yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh

salah satu pihak yang berakad saja tanpa harus ada kerelaan pihak Jain.

d i'ni adalah akad t|'k gikat para plhak pl

talkan secara sepihak oleh salah seorang yangberaka
meminta kerelaan<pihak, lain. Misalnyatakad, wakalah, ariyah, dan
wadi ‘ah. ~ >4 '

b. Agadmauquf adalah akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia
tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad

yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz. Akad ini bisa

% Veithzal Rivai, dkk, Islamic Transaction Law Business dari Teori ke Praktik, (Jakarta:Bumi
Aksara,2011),h.10



berakibat hukum apabila ada keizinan walinya, jika tidak ada izin wali
maka akad itu batal, ini merupakan pendapat hanafiyah. Namun, akad

ini batal menurut pendapat Syafi’iyah dan Hambali.

2. Agad ghairu shahih

Merupakan sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar (rukun
dan syarat), seperti jual beli bangkai. Dengan demikian akad berdampak
hukum tidak sah. Menurut Jumhur Ulama terhadap akad itu tidak
memberikan pengaruh apapun dan tidak mengikat terhadap para pihak.

Sementara itu, Ulama Hanafiyah membagi agad ghairu shahih menjadi 2,

yaitu :

a. Agad batil merupakan akad yang kurang rukun dan syaratnya atau
akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah
orang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjualbelikan
merupakan mal _ghairu mutagawwin seperti_khamar. Terhadap Agad

batii, apa pun yang diakadkan dianggap tidak pernah 'ter]adi, dan tidak

n_impulkan implikasighukum terhadap objek akad.,dan
ang .melglgukan akaberl dipandapg'-t'i'dak Inilah

artlidalar_n_hukum positif dengan bata

yang ukum.

b. Agad fasidw:id ya-ng"a dibolehkan syariat.
Namun, ada unsur-unsur yaﬁg tidak jelas yang menyebabkan akad itu
menjadi terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah dari
beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud.

Terhadap Agad fasid wajib difasikhkan, baik oleh salah seorang dari



dua orang yang berakad, maupun oleh hakim karena akad tersebut
terlarang secara Syar’i.
3. Menurut Berhubungannya Pengaruh Akad, terbagi menjadi 3, yaitu :

a. Agad munajaz merupakan akad yang bersumber dari Shigat yang tidak
dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang. Akad ini
mempunyai implikasi hukum selama terpenuhi rukun dan syaratnya,
seperi :“Saya jual tanah ini kepada engaku seharga sekian” yang
berlangsung diterima oleh pihak lain.

b. Akad yang disandarkan pada masa yang akad datang merupakan akad
yang bersumber pada Shigat yang ijabnya disandarkan pada masa yang
akan datang. Akad ini merupakan implikasi hukum bila batasan waktu
tiba 1, seperti :“Saya akan menyewakan rumah ini kepada kamu
selama setahun pada awal bulan”.

c. Akad yang dihubungkan dengan syarat merupakan akad yang

Y

dihubiingkan dengan urusan lain dengan satu syarat fni.salnya:“Jika

mu berperg1an nanti ! u menj a;‘ waktu” .
at hukUm akad
Men ukum, yaitu

tercapainya sasaraNﬁ&p Mertl pemindahan hak

milik seperti dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi

ama flqlh setlap akad mempunya|

pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-



hal yang dibenarkan syarak, seperti terdapat cacatan pada objek akad atau

akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.*?

B. Al-ljarah/ Upah-Mengupah Dalam Hukum Islam
1. Pengertian dan dasar hukum upah

a.Pengertian upah

Upah menurut istilah Terminologi, upah adalah mengambil
manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan imbalan menurut
syarat-syarat tertentu. Upah adalah pemberian imbalan sebagai bayaran
kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu
pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah
disepakati.®

Salah Satu kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan
muamalah yaitu salah satunya ljarah. Secara Etimologi, ljarah adalah
bearti (“Upah” atau “Ganti” atau “Imbalan;’.1Upah dalam pandangan

iat.,lsiarﬁ upah adalah hak dari orang yang telah ber

ajibén-.‘\'o_,rang yang b)i(eﬁ untuk me,nj,ba'yarny

hak "dari seseorang buruh sebagaif&t"éié te

disumbangkann

Wges ermberian kerja wajib
pembayaranya.> v

*2TinjauanUmumTentangHukumAkadDalam Islam (On-line), tersedia di
http://internet.com.id/htm (24 September 2019)

*H.A.Khumedi Ja’far,Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung:IAIN Raden
Intan Lampung)®*Helmi Karim,Figih Muamalah, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,1997),h.29

% M.Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak
Sawah”, Jurnal Al-Adalah, vol 14 No 2 2017, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung,2016), h.484. (online), tersedia di



http://internet.com.id/htm%20(24

ljarah adalah pemilikkan jasa dari seseorang yang menyewakan
(mu’ajjir) oleh orang yang menyewa (musta’jir), serta pemilikan harta dari
pihak musta’jir oleh seorang mu’ajjir. Dengan demikian, ijarah berarti
merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompentesi
tertentu pula.®®

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang
meberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atau jasanya sesuai
perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah
harga yang dibayar kepada pekerja atau jasanya dalam bidang produksi
atau factor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atau jasanya
dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa
dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi
standar penghimpunannya bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadaailan,
dan m(‘ahmpertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingéa pandangan
-‘Islam tentang tenaga kegja dalam menerlma
jud. Upah yang dlbb i> &orang harus sebandi

n yang telah  dikeluarkan, seh

kegiatan-

bermanfaat baNebutuhaM

Pemberian upah bendanya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian

juga cukup

kerja. karena yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.

http://ejournal.radenintan.ac.id/Index.php/adalah/article/view/1909 (02 Agustus 2019), dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah

* Tagyuddin An-Nabhan,Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Islam,
(Surabaya:Risalah Gusti,1996),h.81



http://ejournal.radenintan.ac.id/Index.php/adalah/article/view/1909%20(02

Hal dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak lainnya,
adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah pembayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari’ah adalah yang tidak mengandung
gaharar(ketidak pastian atau penipuan),Maysir (Pejudian), Riba (Bunga
Bank), Zhulm (Penganiyaan), Risywah (Suap), barang haram dan maksiat.
Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini
merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui
akad ini kita bisa melalukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat
dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam
menjalani  kehidupan disebut dengan akad. Dengan akad dapat
memfasilitasi  setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan
kepentingannya yang tidak dapat dipehuni tanpa bantuan dan jasa orang
lain. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa akad adalah sarana sosial
yang ada dan sosial. Kenyataan ini menunjukan bahwa betapa kehidupan

kita tidék lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan"sarana dalam

nuhl berbagal bentu pentlng Oleh karena itu dap ami
a betapa pentlngany ji

kaldah kaidah dalam hukum kontra akatan) dapat

dibagi menjadlwltu tertuvartulls Kaidah hukum

kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di peraturan

perundang-undang dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang

% Hendri Sehendi,Figih Muamalah ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010), h.114



tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam
masyarakat, konsep-konsep hukum berasal dari hukum adat.

Definisi hukum kesepakatan atau kontrak merupakan sumber
perikatan dan persetujuan salah satu syarat sah kesepakatan. Kesepakatan
adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat atau
menimbulkan akibat hukum.*’

ljarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa
sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus
diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh
penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka
yang menjadi objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, ukan
bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun ijarah kadang-kadang
akad ljarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan

tetapi jﬁga bbisa berasal dari tenaga manusia. ljarah dalam hal ini bisa

k_an_dengan upah upah dal masyarakat A
Ubahj_uga dapat nﬁ penting yang merup

ubunga_n kerja, bahkan upah dapat di

salah

satu cirl

dari seseorang Nkan pekvng atau badan hukum

yang lain. Jadi, upah adalah imbalan yang telah menyelesaikan

tujuan utama

pekerjaanya dengan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak

% salim H.S,Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak) ,(Jakarta:sinar
Grafika,2003),h.4

¥ M.Yasid Afandi,Figih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan
Syari’ah,(Yogyakarta:Logung Pustaka),h.180



yang melakukan pekerjaan.*® Hak untuk menerima upah timbul pada saat
adanya hubungan kerja dan terakhir pada hubunga kerja putus.

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu
ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan
utama dari seseorang pekerja melalukan pekerjaan pada orang atau badan
hukum lain. Jadi, upah adalah suatu imbalan dari seseorang yang
memberikan pekerjaan dan diterima oleh pekerja yang telah
menyelesaikan pekerjaannya dengan jumlah yang telah disepakati kedua
belah pihak yang melakukan perjanjian.*°

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga
yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau
faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya
dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa

dalam produksi.

{
.

Ada beberapa definisi Al-ljarah yang dikemukakan oleh'Ulama Figih;

enurut) Ulama Harh I«iAn bahwa “ljarah

akad

ya unakan untuk pemilik manfaat etahui dan
disengaja dwg yang dwan cara pengagantian
(bayal‘)” 41

% YU republik No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

“ LLalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h.15

1 Abdurahman Al-Jaziri,Kitab Al-Figih Ala Al-Mazhab Al-Arba’ah Jilid 3,(Beirut:Dar Al-
Fikr,1991),h.94



b. Para Ulama Syafi’iyah mendefinisikan bahwa “ljarah yaitu suatu akad
atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai
penganti dan kelebihan, dengan pengantian yang diketahui dengan
(jelas).*?

c. Menurut Hasbi Ash-Shiddigie bahwa ljarah adalah akad yang
objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, vyaitu
pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

d. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama
dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu atas
sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan pengagntian
yang jelas pula.

Definisi Ijarah menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama
dengan pendapat ulama sebelumnya yang intinya adalah transaksi akad
yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan
memberlkan |mbalan

rdasarkan definisi tas, makagdapat diambil suatu

a IJarah merupakah dlgunakan untuk

ari seorang mua jir oleh seorang m

sengaja dengawkan pen@esensasvupah) Akad

Al-ljarah tidak boleh dibatasi oleh syarat,akad al-ijarah juga tidak berlaku

pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah
materi, sedangkan akan al-ijarah hanya ditunjukan pada manfaat.

Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh diajdikan sebagai




objek Al-ljarah untuk diambil susunya atau bulunya, karena susu dan bulu
kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga dapat perbedaan
makna operasional, sewa bisa digunakan untuk benda, seperti seorang
mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selam kuliah,sedangkan
digunakan untuk tenaga, jadi dipahami bahwa Al-ljarah adalah menukar
sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa indonesia berarti sewa

menyewa dan upah mengupabh.

b. Dasar hukum upah
a. Al-quran
Al-quran secara hanifiyah berarti bacaan: adalah sebuah kitab suci
utama dalam agama Islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab
ini diturunkan oleh Allah SWT. Hampr semua ulama figih
bersepakat bahwa ljarah disyariatkan dalam Islam. Adapun
golongan yang  tidak menyepakatinya. seperti. Abbu Bkar AL-

‘-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab panda

yahg tldak meney“ I “ebut. Ibnu Rusyd be

o

a kemanfaatan Walaupun tidak berbenfuk d adikan alat

pembaya eblasaanw

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang
diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha
ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada

pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.



“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)
ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia
(Syu'aib): “Berkatakan dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud

menikahkan kamu dengan salah satu seseorang dan kedua anakku

ku tidak cukup‘I se;.lu un kamu, dan
patiku u ng=orang y
7). :

-\ -

1. Surat Al-bagarah ayat 233 disebutkan

*prof.H.Mahmud  Junus,Al-Qur’an  Al-Karim dan Terjemahan, (Jakarta:PT:Alma’arif

1989),h.352
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ya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut

kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita



kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha

melihat apa yang kamu kerjakan. a4

Ayat diatas menejelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang
melakukan pekerjaan, mereka berhak mendapatkan upah sesuai dengan
besarnya upah yang telah disepakati adalah suatu kewajiban. Apabila upah
yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan fan perjanjian maka
akadnya menjadi tidak sah, pemberi keja hendaklah tidak berbuat curang
terhadap pemberian upah. Upah dapat berupa Jumlahnya apablla telah

dlsepakatl bersama anatara kedua belah pihak, dan tldak ada yang
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*1bid, h. 46.



“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami
berikan kepadanya kehidupan yang baikdan Sesungguhnya akan
kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik

dari apa yang Telah mereka kerjakan.”™

Ayat tersebut menjelaskan baalan atau imbalan bagi
mereka yang beramal saleh adalah imbalan akhirat. Maka seseorang
yang bekerja disuatu badan usaha atau perusaan dapat dikategorikan
sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaanya tidak memproduksi,
menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan
demikian,maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan

mendapat dua imbalan, yaitu imbalan didunia maupun diakhirat.*®

b. Hadist
. Hadis adalah perkataaan (sabda), perbuatan_ .Ketetapan dan
per'sétujuan dari nabi Muhammad yang dijadikan'lénd

Islam.}Hadist dijahslurﬂyukum Islam selain

hal “ihi-kedudukan hadist merupakafl sum

- -
<o -

setelah Al- ' "\. . ‘(} =
Selain itu ayat Al-ar’an' diatas, !daa beberapa hadis yang

menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan:

“* Departemen Agama RI, Al-Quraan dan Terjemah, (Semarang: CV As-syifa, 2001), h.740.
6 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian AL-Quran ), Jakarta:
Lentera Hati, cet.Il, 2009, h.601.
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“Dari abdilah bin Umar ia berkata: Rsulullah SAW :
Beerikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum

keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah, Sahih).

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi ljarah disebutkan

secara jelas dan diberitahukan beberapa besar atau kecilnya upah

pekerja. Hadist riwayat Sa’id Al-Khudri Nabi SAW bersabda:

wasanya nabi SAW
bersabda: barang siapa yang memperkerjakan pekerja maka

tentukanlah upahnya. (H.R Abdurrazaq) ”

* Ibnu Hajar Al Asgolani, Bulughul Maron Min Adilatil Ahkam, (Jakarta : Daruun Nasyir Al
Misyriyyah, t.th), h.188.
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“Abu hurairoh ra, berkata Rasulullah SAW, bersabda *
tiga golongan yang aku musuhi kelak dihari kiamat ialah:
seseorang yang memberi perjanjian dengan naamaku
kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang yang
merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang
memperkerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik
namun ia ia tidak memenuhi upahnya. "9H.R. Muslim)”

Z.Ry !<un dan Syarat Upah (ljarah) '
a. Rukun Upah (ljarah)

Rukun adalah urh I Nembentuk sesuatu

a adanya unsur-unsur tersebut yang membentuk

rumah, terben %&danya W dan seterusnya. Dalam
\'C-\ /*g
konsep Islam unsur—!h yang meﬂ!uk itu disebut rukun.*

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad

hanyalah ijab dan gabul saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin

ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan ada pun sewa

48
Ibid, h.189.
49 Muhammad Al Albani,Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta:Pustaka Azzam,2007),h.303



menyewa adalah ijab dan gabul, sebab seperti apa yang telah kamu
ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa
yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa adalah
sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa
menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek
akad.Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-
menyewa. >

Jadi menurut Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ljab
dan gabul. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai
pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang
dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya
suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu

sendiri.

Adapun menurut Jumhur Ulama Rukun ljarah ada (4) empat,

oheda | A\

wajirdan Musta jir yaitu orang yang mela ad sewa-

<=5 ) e ]
menyewa aWPah. Mu’ orang yang menerima
SN f"".‘
upah untuk melakukKan sesuatu® dan yang menyewa sesuatu

(buruh/pekerja).>* Persyaratan orang yang berakad untuk kedua belah

yaitu:’

%0 Chairuman Pasaribu  SurwadiHukum Perjanjian Dalam Islam,(Jakarta:Sinar

Grafik,2004),h.53
® Sohari Sahrani dan Ru’fah  Abdullah,Figih Muamalah,Cet Ke-1,(Bogor:Gralia
Indonesia,)h.170



pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu kedua-
duanya berakal, saling meridhai dan dapat membedakan. Menurut
Ulam Syafi’iyah dan Hanabilah, jika salah seseorang berakad itu gila
atau anak kecil menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai

buruh), maka akad menjadi tidak sah.

b. Sighat
Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad(sighat-
‘agad), terdiri atas ijab dan gabul dapat melalui, ucapan, utusan dan
tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata. Syarat-
syaratnya sama dengan ijab gabul pada jual beli hanya saja dalam
ljarah harus menebutkan masa atau waktu yang ditentukan.*

c. Ujrah/Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta’jir atas jasa yang telah

diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’ajjir. Dengan syarat

hendaknya.

Al

V! b I A :
T y
& P

e

tuk ﬁiéngontrak seseorang musta’jiz<"harus ui bentuk

Fa X3 T

. LoTaky < . ..
kerjanya, 'tlp@&\.ser’tfa; éoﬂ'g olen karena itu jenis
pekerjaanya harus di askan, sehi ga tidak kabur. Karena transaksi

upah yangmasih kabur hukumnya adalah fasid.>®

1. Syarat perjanjian kerja dalam undang-undang

°2 Moh. Saefulloh, Fikih IslamLengkap,( Surabaya, Terbit IslamTerang 2005), h. 178.
% M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Figh Muamalat),(Jakarta: PT.
Raja Grapindo Persada, 2003), h.231.
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Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang
memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan
undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan
memiliki akibat hukum (legally concluded contract). Menurut
ketentuan pasal 1320 KUHpdt, setiap perjanjian selalu
memiliki empat unsur yang melekat syarat-syarat yang
ditentukan undang-undang.

a. Persetujuan kehendak
Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian
yang mengadakan persetujuan kehendak(ijab gabul) antara
pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam
perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan
menyatakan kehendak, tidak lazim. Persetujuan kehendak
adalaah “kesepakatan selya sekata antara pihak-pihak

mengenai pokok ‘perjanjian.”Apa yang dili‘elhendaki oleh

N.

~Unsur subjek atau kewena

TR . -.5: ~
Ay oo

hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang

rbuat, seetiap

elakukan perbuatan

bersangkutan harus memenihi syarat-ssyarat, yaitu sudah
dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun

belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin, sehat



akal (tidak gila. Tidak dibawah pengampuan dan memiliki
surat kuasa apabila mewakili pihak lain.
c. Objek (prestasi) tertentu
Unsur objek atau prestasi tertentu atau dapat
ditenttukan berupa memberikan suatu benda gerak atau
tidaak bergerak, berwujud atau tidak berwujud melakukan
perbutan tertentu atau tidak melakukan perbuaatan ttidak
tertentu. Suatu objek tertentu merupakan suatu objek
perjanjian prestasi wajib dipenuhi.
¢. Tujuan perjanjian
Unsur tujuan, yaitu apa yang dicapai pihak-pihak itu
sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang,
tidak bertentangaan dengan ketertiban umum, dan tidak
bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.>

Perjanjian yang tidak memenuhi'uﬁéur-unsur dan

: / : ‘ l: “\
., syarat- syarl sepgrti ditentukan diatas
- _.__dlakw ol \Am dakui o]e’H'iSihak-

membuatnya apabila dllaksanakan j

e
wak yangw.u dan menimbulkaan

sengketa.  Apabila diajukaan  kepengadilan  akan

yang

Samapai suatu

membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,(Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993),
h.299.



b. Syarat upah (ljarah)

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat-
syarat sewa menyewa menurut hukum Islam yang dimaksud dengan
rukun sewa menyewa adalah seseuatu yang merupakan bagian hakekat
sewa menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya
rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa,
tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu
sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, Al-ljarah baru diangap sah apabila
telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara
umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad Al-ljarah
adalah sebagai berikut:>®
1. Pelaku Al-ljarah haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi’iyah dan

Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila
i G

"y'a}hg belum atau ti K erti anak kecil ata

N2

wakan ‘harta mereka atau diri mereka (sebagai bur

O

mereka, Al-ljarah tidak'sah.

TN Q} -
Secara urrm&fékah(mmk yang melakukan

ljarah mestilah orang-orang yang sudah memiliki ecakapan bertindak

yang sela perbuatan yang dilakukannya dapat disempurna, sehingga

®  Ghufran A.mas’adi,Figih Muamalah Konteksual,( Jakarta:PT:Raja  Grafindo
Persada,2002),h.186



segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum.

Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak
dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal bersifat fisik dan
kewajiban, segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai

sesuatu yang sah.

&h...\‘)))




2. Keridhaan pihak yang berakad
Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk
melakukan akad Al-ljarah. Apabila salah seseorang diantaranya
terpaksa melakukan akad itu, maka akadny tidak sah.
kepada firman Allah SWT dalam (Q.S. An-Nisa 4:29) yang
berbunyi:

T/»—@ Py

| Jodly oy (S5l Bl ¥ 1501 2ol G

J

-

g-orang yang beriman, janganlah kamu saling n

- aIZjan]ba' ecuali_dengan jals
uidengan s s antara_kam

kamu mem h diri Sesungguhnya h ada
kepadamu. (Q.& ’

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umatlslam

aha Penyayang

untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan

*®prof.H.Mahmud Junus, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan ,(Jakarta: PT: Alma’arif 1989),
h.76



jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur-unsur yang merugikan antara

kedua belah pihak.

Akad tersebut menjelaskan bahwa diperintakan kepada umat Islam
untuk mencari rezeki yang didapatkan dengan jalan yang halal bukan
dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan
antara kedua belah pihak.

Akad sewa- menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau
kedua-keduanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad
atau pihak lain.”’

3. Objek Al-ljarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara’

Islam tidak membenarkan terjadi sewa-menyewa atau
pemburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya
sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang

(pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah
kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat" lbadah mereka,

urut mereka objekﬂ r‘ “alam contoh dlat

iat. Sedangkan kaidah figih menyatakan bahwa ‘s

dalam masalah maksiattidak boleh”. 0
RV AP

At

4. Objek Al-ljarah di an secar ung dan tidak cacat
Objek Al-ljarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara

langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama figih sepakat

*" Nasrun Haroen, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h.232-233



menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh
diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek Al-ljarah berupa harta tetap yang dapat diketahui
jika perselisinan, maka akadnya tidak sah karena Kketidak
jelasannya mengahalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak
tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat)
terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, mmasa waktu dan
penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

a. Penjelas tempat manfaat disyaratkan bahwa manfaat itu dapat
dirasakab, ada harganya, dan dapat diketahui.

b. Penjelasan waktu menurut Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk
menetapkan awal waktu akad, sedangkan Ulama Syafi’iyah
mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan
ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

{
.

C. Penjelasan jenis pekerjaan Ssangat penting dan 'dipéflukan ketika

nyewa orang untuk! ker.a sei‘ ga tidak terjadl ke
ertentangan

Pen]

waktu kerja adalah tentang batas

bergantungw dan kew akad.®®

e. Pembayaran (uang) sewa seharusnya bernilai dan jelas jumlah

kerja sangat

pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu antara

kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat kebiasaan

%8 Helmi Karim, Figih Mu’amalah (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997),h .36-37



yang sudah berlaku agar tidak meimbulkan keraguan antara kedua
belah pihak.
Semetara itu Sayyid Sabig berpendapat bahwa syarat-syarat ljarah
ada lima yaitu:
a. Keleraan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
b. Objek yang disewakan dapat diketahui manfaatnya.
c. Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya.
d. Bendaa yang disewakan dapat diserahkan.

e. Kemanfaatkannya mubah bukan diharamkan

Apabila syarat ljarah di atas telah dipenuhi, maka akad ljarah
telah dianggap sah menurut syara’. Sebaliknya jika syarat-Syarat tersebut

tidak terpenuhi, maka dianggap batal.

Syarat-syarat pokok . dalam AI-Qur’an maupun As-Sunnah

mengenal hal pengupahan adalah para mu ‘ajir harus membeh upah kepada

jzr sepenuhnya atas ‘asa yang memberi, sedangkan m,u

kukanpekerjaan de baik a, kegagalan dalam

Syarat- ini d’ anggap sebagai kegagalan “mo dari pihak

é‘§13. ini haﬁu’qungjawabkan kepada

3. Macam-Macam Upah (ljarah)

musta’jir maup,

Tuhan.

Didalam figih muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua :



a.

/ akad sewa-men ,'
2) ‘tjarah bersﬁLrjl Ah ala al a] ma) ada

Upah yang telah disebutkan (ajrun musammah) adalah upah yang
sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai
kerelaan belah pihak yang berakad.

Upah yang sepanda (ajrun mitsli) adalah upah yang sepanda

dengan kerjaanya serta dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja)

jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.*®

Dilihat dari segi objeknya, akad ljarah dibagi menjadi dua :

1) ljarah manfaat ( Al-ljarah ala Al-manfa’ah), misalnya sewa-
menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam
hal ini muta jjir butuh benda-benda tentu dan muta jjir butuh
benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya,
diamana mu’ajir mendapat imbalan tertentu dari muta jjir, dan
musta’jjir mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila
manfaat itu yang diperbolehkan syara’ untuk dipergunakan,

N maka para Ulama figih sepakat menyatakan biﬁieh dijadikan

memperkerjaan seseorang untuk ukan sesuatu

N'Seperti ﬁ"hma figih, hukumnya
boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan,
tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. Mu ajjir adalah

orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain,

® M.l Yusato dan MK Widjajakusua, Menggagas Bisnis Islam,(Jakarta:Gema Insani

Press,2002),h.67



kemudian muta ’jjir adalah pihak yang membutuhkan keahlian,
tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu ajjir
mendapat upah atas tenaga ia keluarkan  untuk
muta jjirmendapatakan tenaga atau jasa dari mu ‘ajjir.®° ljarah
‘ala al-a’mal terbagi dua yaitu : *

a) ljarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang pekerja.
Hukum orang yang berkerja itu tidak boleh bekerja selain
denga orang yang telah memberinya upah.

b) ljarah musytarik, yaitu ljarah yang dilakukan secara
bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya
dibolehkan kerjsama dengan orang lain.

Sebelum melakukan transaksi, perlu adanya perjanjian diantara para pihak
agar transaksi dapat dilakukan dengan jelas. Adapun asas perjanjian dalam
hukum Islam yaitu :*2

l v
E

1. Asas Ibadah (Mabda al-Ibadah)

Aéas ini. merupak i i rnya segala sesuat

Huriyyah at-

yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang

dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja

% M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta:PT.Raja Grafindo
Persada,2003,h.236

81 Afzalur Rahman,Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2,(Penerbit Dana Bakti Wakaf), h.361

82 Syamsul Anwar,Hukum perjanjian Syriah,(Jakarta: Rajawali Press,2010),h.83-92



kedalam akad yang dibuat dengan kepentingan sejauh tidak berakibat
makan harta sesama dengan jalan yang batil, tetapi yang menentukan
akibat hukumnya adalah ajaran agama.

3. Asas Konsensualisme ( Mabdu’ ar-Radha’iyyah)

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian
cukup dengan tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa
perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

4. Asas kesimbangan (Mbada’ at-Tawazun al-mu’wadhah)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para
pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap
menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang diberikan
dan apa dan diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.
Dalam melakukan peikatan ini, para pihak menentukan hak dan

kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang

i\

dllakukan dalam perikatan tersebut.

as kemaslahatan( Memberatkan J
Asas |n| bertUJuaﬂ &an kemasJahatan b
dan

(mudharat)wlhak yari’perjanjlan

6. Asas Amanah

Ieh memberatkan (masyaqqah) atau ulan kerugian

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk

kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak

%3 Syyid Sabiqg,Figh sunnah 5,Cet.Ke-1 (Jakarta:Cakrawa la Publishing,2009),h.33



dibenarkan tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak

legalitas perikatan itu sendiri.

4. Hak Menerima Upah

Hak ljarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran
upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaanlain,
jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran
dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan
penangguhannya. Secara umum dalam Al-Qur’an yang berkaitannya
dengan penentuan upah di jumpai dalam Firman Allah SWT dalam surat

An-Nahl (16) ayat 90 :

“Sesungguhn . Berlak dan berbuat

Allah gmenyuruh (ka
kebajikan, meh\ llah melarang dan

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi

pelajaran”.®*(Q.S An-Nahl (16): 90).

prof.H.Mahmud ~ Junus,Al-Qur’an  Al-Karim dan  Terjemahan,(Jakarta:PT:Alma’arif
1989),h.250



Apabila ayat ini dikaitan dengan perjanjian kerja, maka dapat
ditemukan bahwa Allah SWT memerintahkan pemberian pekerjaan
(majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada
perkerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai adil yang besar untuk
kesuksesan usaha pemberi kerja, maka wajib pemberi kerja untuk
mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberi upah
yang layak.®® Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara
berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Imam Syafi’i

dan ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

5. Sistem pengupahan
a. Sistem pengupahan
Jika ljarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran

upahnya_pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tida ada .pfekerjaan lain,

akad sudah berlangsung dan tidak dlsyaratkan

e I Sou , .
manfaat yaWen% L3 fi’ iyahdan Ahmad,
sesungguhnyaiaberhakde ganékaaitus ndiri.

%5 Chairuman Pasar Ibu, Suhrawardi K.Lubis,Hukum Perjanjian Dasar Islam,(Jakarta:Sinar
Grafik,2004), h.157.



Jika musta’jir. la berhak menerima baayaranya karena penyewa

(musta ’jir) sudah menerima kegunaanya.®®
Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

a. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar
upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

b. Mendapat manfaat, jika ljarah dalam bentuk barang. Apabila ada
kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang
waktu, akad tersebut menjadi batal.

c. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak
terpenuhi secara keseluruhan.

d. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua bela pihak

sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

®hid., .236.



Hak menerima upah bagin musta jir adalah sebagai berikut:

a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.

b. Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali
bila dalam akad ditentukan lain, manfaat yang diljarahkan mengalir
selama penyewaan berlangsung.

Menurut Aazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat uupah dan
menangguhkannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian
dan menangguhkanyang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua
belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau
menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib
dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang
menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan

berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.®’

‘Wpah menurut profesor Benham, upah dapat didefinisikan dengan

lah uang yang dibayar oleh orang yang memberi peker'

rang querja atas Jash l ﬂrjanjlan

o

pa engupah atau ljarah ‘ala al -a mal 1 jual beli jasa,

q
biasanya bewéberaw menjahit pakaian,

*"Ibid., h. 26
%8Tagyudin An,Nabhan, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,(Surabaya;
Risalah Gusti, 1960), h.103.



membangun rumah, dan lain-lain. ljarah ‘ala al-a’mal terbagi dua

yakni:®

a. ljarah khusus, yaitu yang dilakukan pekerja. Hukum oang yang
bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah mem
beri upah. Contoh :heri mempekerjakan Agung, selama Agung
bekerja ditepat Heri dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka
Agung tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama
pekerjaan Agung tersebut belum selesai, dalam arti kata lain Ijarah
khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain
sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah
pihak.

b. ljarah musytarik, yaitu ljarah yang dilakukan secara bersama-sama,
atau melalui kerjasama hukumnya dibolehkan krja sama dengan orang

Iajn

l

B Gugurnya Upah (ljarah)

bagi

ila bara‘ng yang ditanganya rusak. Me’nurut yafi’iyah,

e T

jika ajir be

.. .. . o
WH -
memperoleh upah. Seba knyé{ ébabl

a barang berada ditanganya, ia

h penyewa, ia tetap

mendapat upah.

% Al-faruz Rahman, Doktrin Ekonomi IslamJilid 2,(Penerbit Dana Bakti Wakaf, 1989 ), h.361.



Ulama hanifiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas hanya

saja diuraikan lagi sebagai berikut.”

a. Jika benda ditangan ajir.
1. Jika bekas pekerjaan, ajir berhak mendapatkan upah sesuai bekas
pekerjaan tersebut.
2. Jikatidak ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah atas
pekerjaannya sampai akhir.
b. Jika benda berada ditangan penyewa, berhak mendapat upah setelah

selesai bekerja.

6. Hubungan kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh

/ N ‘n

minlmar dua subjek hukum yang mengenai suatu| perjanjlan Subjek

|
ku'm yang melaku huimg
erja ﬁangan pekeb

memp

kerja adalah pengu

rkan pegﬁﬂlan

Pasal 1 a Tahun 2003 tentang

tenagakerjaan.”

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian lainnya,

adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini

“lbid., h. 133-134
"*Undang-UndangNomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan



mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah
mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat kewajiban

memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut. "

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga tetapi sewaktu
perjanjian beleh diadakan dengan mendahulukan upah atau
mengakhirkan, jadi perjanjian harus segera diberikan manakala

pekerjaan sudah selesai.”

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa upah secara umum
yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dan pemilik modal (pengusaha) kepada pekerja
(buruh) atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan sesuai

perjanjian kerja, kesepakatan.

7.Bentuk Upah
‘Bentuk upah yang diterima pekerja umumnya dalam‘bentuk uang,
teta.p',il' dalam undang-undang dijelaskan bahwa yang ‘dimak

adalhahE;' b I “

ak békerja/buruh yang diterima dan.diﬁyétak m bentuk

pah

uang Wudari p@pemberi kerja kepada
pekerja/buruh yaNg ditetapkal dan dibayarkan menurut suatu

perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh  dan

"2Chairuman Pasaibu, Hukum Perjanjian dalam Islam,(Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), h.56.
" Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi,Figih IslamLengkap,(Jakarta :PT. Rineka Cipta,1994),
h.168.



Ikeluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan
dilakukan.™

2) Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh
untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan
dilakukan,dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan
menurut suatu perjanjian dalam suatu perjanjian kerja antara
pengusaha dengan buruh, dan dibayarkan atas suatu perjanjian

kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik

untuk buruh sendiri maupun keluarga.”

" pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
"> pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981



BAB 111
UPAH DI STASIUN KERETA APl TANJUNG KARANG

A. Sejarah Stasiun Kereta Api Tanjung Karang

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama
jalan KA di desa Kemijen, Jum’at tanggal 17 juni 2018 oleh Gubernur Jenderal
Hindia Belanda, Mr.L.A.J Baron Sloet van de beele. Pembangunan diprakarsai
oleh Naamlooze Venootschaap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij
(NV.NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa

Tanggung (26 km) dengan lebar sepur 1435 mm.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen-
Tanggung, yang kemudian pada tanggal 19 juni 1870 dapat menghubungkan kota
Semarang-Sukarta (110 km), akhirnya mendorong minat investor untuk
membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau tahun 1870
menjadi 110 km,.tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 1890 menjadi'd.427 km dan

pada 90 menjadl 3.338 km.

Jawa pembanguA Ilﬁa dllakukan d| Ac 874),

Sumatera Utara Sumatera Barat (1891), Sumatera (1914) bahkan

tahun 1992 di Sulaw dlbanWJang 47 Km antara

Makassar-Takalar, yang pengoprasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya

Ujung Pandang-Muros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan,

meskipun belum sempat dibangun, studi Jalan KA pontianak-Sambas (220 Km)



sudah diselesaikan. Demikian juga dipulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan

studi pembangunan Jalur KA.

Sampai dengan tahun 1939, panjang Jalan KA di Indonesia mencapai
6.811 Km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 Km,
kurang lebih 901 Km raib, yang diperkirakan dibongkar selama pendudukan

Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA disana.

Jenis Jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar seputar
1.067 mm; 750 mm ( di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan trans
kota. Jalan rel yang dibongkar selama pendudukan Jepang (1942-1943) sepanjang
473 Km, sedangkan jalan KA dibangun selama pendudukan Jepang adalah 83 km
antara Bayah-Cikara dan 220 Km antara Muato-Pekanbaru. Ironisya, dengan
teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro-Pekanbaru diprogramkan selesai
pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 di

antaranya adalah.Romusha

' kemerdekaan Indo t asikan pada tangga
wan KA yang beg ngkatan Moeda
(AMKA) menga I|h kekuasaan perkeretaapian darl p|

bersejarah tersebut Nﬁnggal':w 1945. Pembacaan

pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya

1945,

pang. Peristiwa

menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di

Indonesia, serta dibentuknya DJawatan Kereta Api Indonesia (DKARI)



Semenjak pembuatan kereta api tersebut, pertumbuhan selanjutnya di
wilayah Indonesia, khususnya di pulau Jawa semakin diperhatikan dan diperluas
dengan motif yang sama. Pertumbuhan kereta api tersebut bukan saja dipelopori
oleh pemerintahan Belanda tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan Belanda,
misalnya di pulau Jawa seperti : SCS (Semarang Chirebon Stoom Maatschappi),
SLS (Semarang Joan Stoom Train Maatschapp), KSM (Kendiri Semarang Stoom
Train My), MSM (Malang Stoom Train My) dan lain-lain. Wilayah Sumatera
khususnya bagian Utara, Perusahan swasta Belanda DSM (Deli Spoorweir
Maatschppi) menbuka jaringan pertama di Sumatera Utara Lintas labuhan Medan
sekitaran tanggal 17 Juli 1886 dengan motif yang sama yaitu mengangkat hasil
perkebunan dari pedalaman kepelabuhan timur yaitu pelabuhan Belawan. Pada
Dunia Il pada masa pendudukan Jepang (1 Maret 1941 — 17 Agustus 1945) semua
kereta api di Indonesian dibawah pendudukan Jepang, diubah namanya. Seperti di
Jawa dinamakan Rikuyu Kyoku kemudian berubah dengan Tetsudo Kyoku yang

berpusat di Bandu_ng. Di Sumatera, perkeretaapian dibawah pemerintahan

Angk t‘_Jepang dengan nat Tetsudo Jkao yang berpusat di

Status etaapian_di Sumate gla pr@ses yang agak berbe

kereta api lain esudah _berakhirnya penduduk"Jep *Kereta Api di

Sumatera Utara me~éan swésf;’ diwilayah Republik
Indonesia. Sementara itu berdasarkan sufat perintah penguasaan militer Tanggal 6
Desember 1958 NV DSM, berada dibawah pengawasan militer dari komando T
dan TI. Kemudian berdasarkan SK panglima T dan TI penguasaan militer tanggal

10 Desember 1957 Nomor Pan/KPTS-045/12/573 Juncto, radiogram



Kasad/Penguasa Militer Pusat tanggal 18 Desember 1957 Nomor 77.602/57
tentang pengambilan alih wewenang Bahar dari perusahaan milik Belanda, oleh
penguasa militer daerah Sumatera Utara. Tanggal 14 Desember 1957 wewenang
Bahar atas NV DSM kepada Panglima T dan TI, mulai 29 April 1963 berdasarkan
Undang-Undang Nomor Tahun 1958 Juncto PP.41 Tahun 1959 dengan SK
Menhub, tanggal 17 Januari 1963 Nomor 37/120 PT.Kereta Api (persero)
Indonesia LA.DSM vyang berpusat di Bandung, kemudian berdasarkan Undang-
undang Nomor 86 Tahun 1958 DKA berubah menjadi PN PERJAN. Tahap-tahap

perkembangan perkereta apian secara umum :

a. Jaman Republik Indonesia (17 Agustus 1945 — 18 Desember 1948),
September 1945 secara resmi lahirnya DKARI (Djawatan Kereta Api
Republik Indonesia) yang berpusat di Bandung. Sementara pada waktu itu
hanya meliputi Jawa, karena perkereta apian di Sumatera Utara berdiri
sendiri,

Pengesahan kedaulatan, Januari 1950 terjadi penggabungén éntara DKARI

SSNS (Staats ﬂ\'g/nmgf Spoorweg B

i Belanda menjadi DKARIS (Djawatan Kereta

Indonesia Serikat). Setelah, RIS menjadi- Republik Indonesia DKARIS

S e
berubah menja(m* , ’

c. Perusahaan Negara, Mei 1963 DKA berubah menjadi PNKA (Perusahaan

Negara Kereta Api) berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1963.
d. Pengesahan Jawatan. DenganPP Nomor 61/71, 15 September 1971 telah

ditetapkan perubahan status PNKA menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)



e. Perusahaan Umum. DenganPP Nomor 57 Tahun 1993, tanggal 30 Oktober
1990 ditetapkan perubahan atas status Perusahaan Umum Kereta Api
(PERUMKA), berlaku mulai tanggal 30 Oktober 1990.

f. Persero. Dengan PP Nomor 1998 ditetapkan bentuk dari PERUM menjadi
Persero. Dalam rangka sebagai pelimpahan wewenang Pemerintah denga
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 Perusahaan Jawatan Kereta
Api (PJKA) diubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum Kereta Api

(PERUMKA), kantor pusat PERUMKA di bandung.

B. Pelaksanan Praktik Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang
Bandar Lampung
Kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang sudah menjadi rutinitas
yang umum yang terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, yang mana para kuli.angkut ada konsumen merupakan saling
membutuhkan satu sama lain dalm bentuk hubungan bermu amalah yaitu
sewajasa angkut bar it
pengumung Stasmrh Aung Karang Bandar

mengakui

tuan kuI| angkut untuk membawa b waan mereka,

sehingga dengan a~gkut barv Kereta Api Tanjung
Bandar Lampung membantu konsumen stasiun.

Pelaksanan praktik kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Bandar
Lampung diawali dengan adanya permintaan konsumen yang meminta jasa

untuk dibawakan barang belajaan dari turunnya kereta sampai menuju tempat



yang telah ditentukan oleh konsumen, namun ada juga kuli angkut barang
yang tanpa menawarkan jasa angkut barang tetapi langsung mengangkat
barang-barang konsumen tanpa diawali dengan akad kesepakatan terhadap
konsumen, setelah melakukan angkut barang konsumen, kuli angkut barang
langsung meminta upah yang disebutkannya tanpa ada kesepakatan harga
angkut barang konsumen, kuli angkut barang langsung meminta upah yang
disebutkannya tanpa ada kesepakatan harga angkut barang terhadap
konsumen. Hal ini ada konsumen yang menjadi tidak nyaman dengan adanya
kuli tersebut, bahwasannya uang upah yang diminta kuli tersebut,
bahwasannya uang upah yang diminta kuli biasanya tidak sesuai pekerjaan
yang dilakukan. Harga upah angkut barang belanjaan tidak berdasarkan
banyak dan sedikitnya barang belanjaan yang dibawakannya, akan tetapi kuli
angkut barang meminta uang upah sesuai dengan kemauannya.
Penelitian melaksanakan di Stasiun Kereta Api tanjung Karang Bandar
Lampung, aengan cara wawancara terhadap konsumen dan kuIi "e;ngkut barang
fyl di lokasi peneli dalam hal ini penelitian dlla
Sta Kereta Ap| Tanjunha Lampung,’ -pada

. Bersum.ber dari konsumen pasar d

Tanggal 5

di Stasiun Kereta Néif’ang Baﬁ%

Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya mayoritas pengujung Stasiun

telah mengetahui keberadaan kuli angkut barang yang sudah lama berada di



Stasiun KeretaApi Tanjung Karang Bandar Lampung. Menawarankan jasa
untuk membawakan barang bawaan para pengunjung Stasiun.”®

Mengenai praktik kuli angkut barang, apakah ada kesepakatan atau tidak
akad sebelum terjadinya praktik angkut barang, terkadang ada beberapa
oknum kuli angkut barang yang melalaikan hal tersebut.”” Hal tersebut
terkadang kuli angkut barang memaksa membawa barang bawaan, pemaksaan
yang dilakukan oleh oknum kuli angkut barang ini sudah mendapatkan
penolakan dari pengunjung Stasiun agar tidak membawakan barang.”®

Pengupahan kuli angkut barang, upah yang diberikan sesuai dengan
barang bawaan.”® Terkadang memiliki jarak tempuh kuli tersebut
mengantarkan barang bawaan dengan memberikan upah sepantasnya.®
Mengenai praktik pengupahan kuli angkut barang. Ada kesepakatan dalam
menentukan harga yang akan diberikan pengujung stasiun (konsumen) atas
pekerjaan yang telah dilakukan oleh kuli angkut barang. Hal ini dilakukan

pekerjaanya kesepakatan mengenai harga pemberian upah kuI| umumnya di
sekltar Rp.5.000 sampai dengam Rp.15.000, sesuai de
ba 81Namun ada beberb gsung harga terhad

N, e
’® Wawancara, Siti (MU penguiﬂmﬁ Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli 2019 '

" Wawancara, Rofi (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung KarangBandar
Lampung, 5 Juli 2019

’® Wawancara, Parni (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli 2019

" Wawancara, Karsi (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli 2019

8 \Wawancara, Rofl (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli2019

8 Wawancara, Dinda (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli 2019

st




upahnya dalam membawakan barang.®3Jika harga yang diharus diberikan itu
tidak sesuai maka ada penawaran harga terlebih dahulu, apa bila tidak sesuai
dengan pekerjaannya yang akan dilakukan.®

Terkadang ada oknum kuli angkut yang memaksakan mengenai harganya,
padasaatbarangsudah di angkut sampai ketempat yang ditentukan, pengujung
dipaksa untuk membayar yang tidak sesuai dengan jumlah barang bawaan
mereka, penolakan dari pengunjung stasiun membuat kuli kesal. Akhirnya
pengunjung stasiun dengan terpaksa mengikuti apa keinginan kuli angkut
tersebut.®*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap konsumen-konsumen di Stasiun
Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1. Mayoritas pengunjung Stasiun Kereta Api Tanjung karang Bandar

Lampung mengetahui dengan adanya kuli angkut barang.

2. Prafik kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar

mpung, biasanya adaypermintaangdari orang yang but
kan t.e‘tapis._ada juga ALVA pemberitghua'h lan

Y

ang ada suruhan

»

3. Praktik kuNf&siun-Ké’jung Karang Bandar

Lampung membawa barang-barang bawaan ketempat yang pemilik

8 \Wawancara, Parni (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli 2019

8 \Wawancara, Karsi (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli 2019

8 Wawancara, Dinda (Pemilik barang atau pengunjung), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli 2019



barang. Biasanya kuli angkut barang membawakan barang-barang
bawaan kekendaraan pengunjung stasiun. Setelah sampai kekendaraan
langsung membayaran upahnya.

4. Mengenai besaran upah itu tidak sesuai dengan terjadinya kesepakatan,
menurut pengunjung stasiun, upah yang dibayar tergantung banyaknya
barangdan jauh dekatnya jarak pengantaran barang.

5. Mengenai upah adakalahnya kuli meminta yang sesuai keinginan tidak
sesuai keinginannya tidak sesuai dengan pekerjaannya, tetapi
pengunjung adakalanya yang menawarkan harganya jika upah terlalu
mahal atau tinggi dan ada terpaksa memberinya sesuai permintaan kuli

karena untuk menghindari perdebatan.

Hasil wawancara kepada kuli angkut barang di Stasiun Kereta Api
Tanjung Karang Bandar Lampung menyebutkan bahwasanya mayoritas
kuli barang di Stasiun telah mengetahui tugas sebagai kuli ,angkut yaitu

untuk ' membantu pengunjung stasiun dalam membawa"barang bawaan

at yang dituju olerhurlmﬁun.ss '

ené:i"praktik kuli angkut barang yang“térjad'

Api Tanjung Rﬁdﬁr Lampun ey

bawaan para pengunjung stasiun, yang mana barang bawaan mereka

membawakan barang

lumayan cukup berat dan banyak.2°Biasanya membawakan barangnya, atas

8 \Wawancara, Wawan (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang
Bandar Lampung, 5 Juli 2019

8 Wawancara, Arif (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli 2019



permintaan pengunjung stasiun untuk membantu membawakan barang
bawaan ketempat yang dituju oleh pengunjung stasiun.’’Terkadang
menawarkan jasa kepada pengunjung stasiun.®*Tawaran ini muncul ketika
melihat seorang pengunjung stasiun kesulitan membawa barang belanjaan,

kuli sering menawarkan jasa untuk membawakan ketempat tujuan.®

Sebelum mengakut barang kesepakatan ada kesepakatan terlebih
dahulu, kemudian cara menentukan besar upah tidak ada ketentuan-
ketentuan dalam menentukan harga, langsung kesepakatan dilapangan,
apabila sesuai harga, langsung kesepakatan dilapangan, apa bila sesuai

harganya sepakat barang langsung diangkat ketempat tujuan.*

Mengenai pengupahan kuli angkut barang pengunjung stasiun yang
menawarkan upah yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa kuli

angkut.”

{
.

Bé:cjasarkan hasil wawancara terhadap kuli 'ahgléut barang di

W 3 y 6.
-'._Kgreta Api Tanjzi Kiawndar Lampung'y
ut: .\"'-\-,:-,,

o

_
> S

8" Wawancara, Hermawan (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang
Bandar Lampung, 5 Juli 2019

8 Wawancara, Zainal (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli2019

8 Wawancara, Udin (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli 2019

% \Wawancara, Topan (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli2019

%1 Wawancara, Hamid (Penerima upah atau kuli angkut), Stasiun Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, 5 Juli 2019




1. Mayoritas kuli angkut barang telah mengetahui tugasnya, yaitu
untuk membantu pengunjung dalam membawa barang-barang
bawaan ketempat yang pengunjung arahkan.

2. Praktik kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar
Lampung, biasanya ada permintaan dari orang yang butuh
langsung, akan tetapi adakalanya menawarkan jasa angkut barang
kepada pengunjung yang barang bawaan yang cukup banyak.

3. Praktik kuli angkut barang di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang
Bandar Lampung membawakan barang-barang bawaan mereka
ketempat yang pemilik barang. Biasanya kuli angkut barang
membawakan barang-barang bawaan kekendaraan pengunjung
stasiun. Setelah samapi kendaraan langsung membayar upahnya.

4. Mengenai besaran upah itu tidak terjadi kesepakatan, menurut kuli
angkut, upah yang dibayarkan tergantung banyaknya barang

i\

bawaan dan jauh dekatnya jarak pengantaran barang, tetapi
pengunjung ada yange menawarkan harg
memperhatlkan kb rang. Asal tawaran
sudah sebandlng dengan kerja kuI|

S
telah mwttang, Msaja.

barang yang



BAB IV

ANALISA DATA

A. Praktik Sistem Upah Kuli Angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang

Bandar Lampung

Upah merupakan suatu produsen suatu penetapan upah yang diambil oleh
pengusaha dalam memberikan imbalan atas jasa pekerjanya. Biasanya pengusaha
melakukan pengupahan berdasarkan kebijakan yang dilakukan dari usaha-usaha
tersebut. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan,
sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih
terwujud. Upah yang diberikan oleh seseorang harus sebanding dengan pekerjaan
yang telah dikerjakan. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian
kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban
masing-masing pihak. Upah juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan

pekagrja yang bekerja diStasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung.

suatu pene n séB@jai imbalan dari pengusaha kepa‘dé bu
pekerjaan atau jasa yan bt u&kan dilaWan atau dinilai dalam
bentuk uang yang ditetapkan dalam satu persettijuan, atau peraturan perundanga-

undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemilik dan

buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Seperti
yang dijelaskan dalam sistem pengupahan pekerja terdiri dariPeraturan

pemerintah no tahun 1981 tentang perlindungan upah, upah adalah suatu



penemerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu
pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam
bentuk uang yang ditetapkan dalam satu persetujuan, atau peraturan perundanga-
undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemilik dan

buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.

Proses penentuan upah yang Islami berasal dari dua faktor objektif dan
subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di
pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah yang ditentukan melalui
pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial
adalah nilai-nilai kemanusian tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusian yang
harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah berdasarkan Hadist *

Bayarlah upah sebelum keringat kering .

Berdasarkan hasil wawancara para kuli angkut di Stasiun Kereta Api Tanjung

Karang Bandar.lampung. Pada dasarnya sistem pengupahan.adalah bentuk

tara bihak yang memberikan pekerjaan dengan buruH, kar

rakat'ya_mg tidak bih;le“ pekerjaanyaAsehdiri

an orang lain untuk menyelesesaikan‘pekerj

Sistem pembayara~f’sudah':Wi di stasiun sangat

berpengaruh dalam kehidupan mereka. Dalam kerjasama ini terdapat nilai-nilai

dari

mereka me

sosial dan moral yang sangat dihormati oleh masyarakat seperti tolong menolong.
Adapun para pihak pekerja kuli angkut yang berakad dalam pembayaran upah ini

para pihak yang membentuk perjanjian yaitu pemilik barang angkutan (mu ajir)



dan buruh (musta’jir). Dimana pembayaran upah diberikan di akhir sesudah
mengantarkan barang-barang bawaan dikerjakan. Pihak mu’ajir biasanya
memberikan pembayaran kepada buruh secara penuh. Tentu saja model
pembayaran seperti ini biasanya terdampak kurang maksimalnya seseorang buruh
melakukan perkerjaan. Dikarenakan tidak adanya motivasi dalam bekerja karena

pembayarannya yang telah diterima semua.

Para kuli angkut melakukan upah-mengupah dengan tata cara yang biasa
mereka lakukan yaitu perjanjian kerja dilakukan secara lisan atau tidak adanya
bukti perjanjian bahwa telah terjadi sesuatu akad perjanjian kerja di kedua belah
pihak, upah mengupah juga dalam penyebutkan akad tidak jelas hak dan

kewajiban si buruh.

Pada akad yang dilakukan kedua belah pihak ada perjanjian bahwa pihak
musta’jir harus melakukan perkerjaannya dengan cara baik dan rapi. Dalam
prakteknya di'masyarakat pihak musta’jir tidak selaiu melakukan' pekerjaannya
dgn frap.)i. Padahal diawal terdapat perjanjian bahwa‘}rhas'

buruh)harus rapi dah(,'wﬁsebagian dari _,-n'qua’j'

barang) me ang'"t'é’lah mempekerjakan musta jjir-té‘réébu

terdapat pekerjaan lagi bisa ﬁtém.akai jawdengan begitu terjadi
sesuatu akad yang telah saling menguntungkan satu sama lainnya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Kuli Angkut di Stasiun

Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung



Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antara
manusia dengan manusia lainnya dengan cara bermu’amalah. Prinsip dasar
mu’amalah merupakan menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam
memenuhi kebutuhannya, manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum
Islam yang disebut dengan figih mu’amalah yang semuanya merupakan hasil

penggalian dari al-Qur’an dan Hadis.

Besar kecil upah yang harus diterima oleh pekerja dalam Islam,
ditetapkan berdasarkan oleh kesepakatan antara pemilik barang dan buruh.
Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta
bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling
rela dan suka sama suka, tidak merugikan salah satu pihak. Menurut hukum
Islam, kerjasama ini dikategorikan dalam akad al-ijarah ala al-a’'maladalah
dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu perkerjaan.
ljarah seperti ini menurut ulama figih, hukumnya boleh gpabila jenis
pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, b,urﬁh pabrik dan
[ '.Musta ’jir-merup mpunyali keahliah
ut dengan mbalanﬂu mbﬁjw mendapatkan upa
yang dikeluarkan untuk mua er mendapatkan tenaga atau jasa dari musta jir.

Dalam figih mu’ a~ upah ‘Uarahdapat diklasifikasikan

menjadi dua macam yaitu, yang pertama upah yang telah disebutkan ujrahal

jasa

musammah, dan kedua, upah yang sepadan ujrah al misli.Upah yang
disebutkan ujrah al-musammah yang disyariatkan harus disertai kerelaan atau

diterima adanya kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi. Dengan



demikian pihak musta jir tidak boleh dipaksa membayar lebih besar dari apa
yang telah disebutkan, sebagaimana pihak mu ajir juga tidak boleh dipaksa
untuk mendapatkan lebih kecil dari pada yang telah disepakati. Apabila upah
tersebut disebutkan saat melakukan transaksi, maka upah tersebutmerupakan
upahajrun musammah. Apabila belum disebutkan, maka upahnya bisa

diberlakukan upah yang sepadan ajrul misli.

Sedangkan upah yang sepadan ujrah al-misli merupakan upah yang
sepadan dengan kerjanya serta sepadandengan jenis pekerjaannya, sesuai
jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu
pemberi kerja dan penerima pekerjaan pada saat transaksi pembelian jasa.
Maka dengan menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.
Adapun para pihak yang berakad dalam sistem upah kerja ini merupakan para
pihak yang membentuk akad yaitu majikan yang baik pekerjaan dengan buruh

yang membutuhkan pekerjaan.

Jadi yang menentukan upah tersebut adalah ajrun“musammah yaitu

éh,"pihak yang ﬂ' Njian upah-me"ng‘

antara kedua belah pihak dengan dasar }gerjai’samaa

royong. Selain itu dengan‘sistem ini jugassistem-pengupahan di akhir yang
ﬁ N, :-c»'*
dilakukan buruh kuli angk asiun‘ad al yang sudah biasa dilakukan

oleh masyarakat setempat dan kebiasaan tersebut bisa menjadi hukum.

gotong

Islam membolehkan melakukan transaksi ljarah untuk keahlian
memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal, seperti untuk

memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, dan lain-lain.



Namun, tidak dibolehkan melakukan transaksi ljarah untuk keahlian membuat
minuman keras (Khamar), membuat narkotika dan obat-obat terlarang, atau

segala aktivitas yang terkait dengan riba.

Hubungan tersebut sangat luas karena mencangkup hubungan antara
sesama manusia. Baik muslim atau non muslim. Namun ada beberapa prinsip
acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan mu’amalah ini. Salah
satunya adalah mu’amalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan
kedua belah pihak dan dalam mu’amalah tidak boleh merugikan diri sendiri
atau satu sama lain. Persetujuan kedua belah pihak yang melakukan transaksi
merupakan asas yang sangat penting untuk setiap akad. Untuk menunjukkan
adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qobul
atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Setiap
transaksi dan hubungan perdata (muamlah) dalam Islam juga tidak boleh

menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.

Objek“pembahasan figih muamalah adalah hubungan”antara magusia

'nus‘ia lain yang tha'dﬂbenda atau Amél'.‘

ersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban antara la yang

satu dengan manusia yang Jlain. Allah S\;\_{T' menurunkan syariat (Hukum
ﬁ N, :-:-'P

Islam) untuk mengatur kehi manusia, selaku pribadi maupun selaku

anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya

merusak kehidupan manusia, sekalipun disenangi oleh manusia atau sekalipun
umpamanya perbuatan itu yang dilakukaan hanya oleh seseorang tanpa

merugikan orang lain. Islam tidak membatasi cara-cara tertentu berbeda-beda



menurut situasi dan pengaruh banyak faktor, diantaranya adalah jenis
pekerjaan, dan waktu yang diperlukan. Para ahli hukum Islam menyesuaikan
faktor-faktor ini dengan upah yang sesuai dengan fitrah yang sehat dan adat

kebiasaan yang baik sesuai dengan asas dalam Islam.

Tujuan di syriatkannya Al-ljarah itu merupakan untuk memberikan
keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang
tetapi tidak dapat berkerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan
membutuhkan uang. Dengan adanya keduanya saling mendapatkan
keuntungan, seseorang tidak meliliki mobil tapi memerlukannya. Dipihak lain
ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi ijarah
kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. Upah dan pemenuhan
kebutuhan ekonomi dalam Islam. Pangan dan sandang merupakan kebutuhan
pokok manusia dalam sehari-hari yang harus dipenuhi. Tidak seseorang pun
yang dapqt melepaskan: dari kedua  kebutuhan. Oleh karepa itu Islam
menjadikan dua hal itu sebagai nafkah pokok yang harus d'i, t;erikan kepada

'Q yang menjadi tarﬂ J'VEK

m pe'rﬁbe(ian upah perlu di perhatikan apakah upah ut telah

mencukupi kebutuhan sehaifi_-hgri, selain,_jtt]f—faktor gaji dan upah ikut

mempengaruhi baik tida ﬁiherja’ . Upah sebagai salah satu

komponen penting dalam upaya meningkatkan kerja buruh  untuk
menciptakan tujuan, sehingga pemberian upah yang layak dibagi buruh harus

diperhatikan.



Perkiraan upah yang di tentukan sesuai dengan manfaat jasanya, di
mana perkiraan jasanya tidak bersifat panen, melainkan dengan masa yang
telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat
untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir ataupun
pekerjaannya telah tuntas maka berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas

maka perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali.

Syari’at Islam mengajurkan agar upah yaang diterima oleh tenaga
kerja, sesuai dengan tenaga kerja yang telah diberikan. Tidak diperbolehkan
untuk menuntut seseorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali sesuai

dengan kapasitas kemampuannya yang wajar.

Pembayaran upah yang diterima pekerja kuli angkut yang tidak sesua
dengan perjanjiannya di awal akad, menyebabkan para kuli angkut itu hanya
mendumel saja tidak berani.mengatakan upah yang tidak sesuai. Dalam Al-
Qur’an, dapat dipaparkan bahwa pengupahan yang dilakukan joleh pemilik
barang bawaan di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bqﬁdar Lampung

§Uai" dengan huktual N adanya ketid'ak

upah. ",

Menurut ul h'Setiap akag(_:mémi akibat hukum, yaitu
tercapainya sasaran yang ing d‘icépai sejdK semula sampai pemindahan hak
milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad bersifat mengikat bagi
kedua belah pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad

tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara’ seperti



terdapat cacat pada objek, akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan

syara’. Jika akad itu tidak terdapat kesepakatan maka akad menjadi batal.

Y,




BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang terdahulu

dapat disimpulkan:

1. Sistem upah pada buruh kuli angkut barang di Stasiun Kereta Api Tanjung
Karang Bandar Lampung dilakukan antara mu’ajir ( pemilik barang atau
pengunjung ) dan musta’jir ( penerima upah atau kuli angkut ) berikan
pada akhir pekerjaan sesuai dengan kesepakatan di awal. Adapun besaran
biaya sekitar antara Rp.5.000 sampai dengan Rp.15.000 dilihat
berdasarkan besar dan kecilnya barang.

2. Menurut hukum Islam, sistem jasa kuli angkut di stasiun Kereta Api
Tanjung Karang Bandar Lampung, dari-segi rukun dan syarat telah sesuai

memenuhi hukum Islam.
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melaKukan penelitian dan pengamatdn men

upah di stasiun keretwﬁl‘rang.,%ampung. maka dapat

diberikan saran-saran antara lain:

1. Kepada pemiliki barang agar lebih memahami dan mengerti terhadap
segala sesuatu yang berkaitan secara langsung dalam setiap melakukan
akad perjanjian kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih

jelas melakukan akad perjanjian. Upah mengupah tersebut harus sesuai



dengan prinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak
akad dalam perjanjian dalam pekerjaan.

. Kepada para buruh kuli angkut dalam menjalankan pekerjakan wajib
bertanggung jawabdan memperhatikan kewajiban pekerjaannya hingga
sampai tuntas, sehingga akad yang dilakukan tidak merugikan antara

pemilik barang dengan para pekerja buruh kuli angkut.

ot
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